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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

TAHUN 2008 NOMOR 26

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Menimbang

NOMOR 26 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

a. bahwa dengan ditetapkannya Undang - Undang

Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Pasal
16 huruf f menyebutkan bahwa Kabupaten atau Kota
mengatur, menetapkan, dan memberikan izin
penyediaan, peruntukan, penggunaan dan
pengusahaan air tanah di wilayahnya ;

. bahwa pemanfaatan air tanah yang terus mengalami

peningkatan, perlu adanya pengawasan dan
pengendalian yang lebih intensif agar tidak
mengakibatkan dampak negatif terhadap kondisi dan
lingkungan air tanah ;

. bahwa pengendalian pengambilan air tanah yang

diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 9 Tahun 2004 tentang ljin
Pengeboran Air Bawah Tanah, Pengambilan/
Pemanfaatan Air Bawah Tanah, dan atau Air
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Permukaan Tanah di Kabupaten Semarang sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf ¢, periu
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
tentang Pengelolaan Air Tanah;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang

Perubahan Batas- batas Wilayah Kotapraja Salatiga
Dan Daerah Swatantra Tingkat ||l Semarang (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1652 ) ;

. Undang —= Undang Nomor 5§ Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok — Pokok Agraria ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2013 ) ;

. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 ) ;

. Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419 ) ;

. Undang — Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1997 Nomor
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41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang —
Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang — Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4048 );

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 ) ;

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang — Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377 ) ;

Undang — Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389 ) ;

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ) ;

Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844 ) ;

Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat
dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438 ) ;

Undang — Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat Il Semarang (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079 ),

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang
Tata Pengaturan Air ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
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Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
Il Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat |l
Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3500 );

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3838 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 );

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang
Irigasi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4624 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perngkat Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang
Air Tanah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4859 ) ;

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang —undangan ;

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10
Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Semarang ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Semarang Tahun 1988 Nomor 17 seri D
Nomor 11) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4
Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 2 ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan  Pemerintahan  Daerah
Kabupaten Semarang ( Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 ) ;
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Peraturan Daerah Kasbupalen Semarang Nomor 17
Tahun 2008 fentang Organisasi dan Tala Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyal Dserah Kabupaten Semarang { Lembaran
Dzersh Kabupaten Semarang Tahun 2808 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Daerab Kabupalen Semarsng
Nomor 18} ;

Peraturan Daersh Kabupaten Semarang Nomor 18
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatz Kerja Dinas
Daerah Kabupalten 3smarmang ( Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18,
Tambahan lLembaran Dasrah Kabupaten Semarang
Nomor 16} ;

. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19

Tahun 2008 tentang Organisast dan Tata Keqa Badan
Perencanaan  Pembangursn  Daerah, Inspektorat,
Lembaga Teknis Daerab dan Kantor Felayansn
Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang  { Lembearan
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Homor 17 ) ;

Peraturan Dasrabh Kabupalen Semarang Nomor 20
Taehun 2008 tentang Organisasi dan Tala Keda
Kecamatan dan Kelurshan di Kabupalen Semarang
{Lambaran Doergh Kabupaten Senwwgng Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupalen
Semarang Nomor 18);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
dan
BUPATI SEMARANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan @ PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

BARB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

{alam Perghuan Deerah Inl yang dimaksud dengen ©

1.

Pemerintahian Doerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
olzh Pemerintah Daersh dan DPRD menurul asas olonomd dan fugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republk Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang- Undang Dasar Negara Kesatuen Republik Indonesia
Tahun 1845,

Pemerintah Daeraly adalab Bupati dan Perangkat B’aeraiz sehagal unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Daerah adalah Kabupaten Semarang‘

Menteri adalabh Menteri vang tugas dan tanggung jawabnya dibidang air
tanah.

Gubernur Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Gubemnur adalah
Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah.
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Bupali Semarang yang selanjulnya disebut Bupsti adaiah Kepala
(aerab Kabupaten Semarang.

Batuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjulnya disingkat SKPD yang
membidangi adaiah Dings Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi
Sumber Daya Mineral Kabupaten Semarang.

Kepale SKPD yang membidengi adaish Kepala Dinas Bina Marga,
Sumber Daya Air dan Energl Sumber Daya Mineral Kabupaten
Semarang.

Kas Umum Daerah adaiah empal penyimpanan uang daerah yang
ditentuken oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimasan daerah
dan mambayar seluruh pengsivaran daeral .

Air Tanah adalah alr yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di
bawah permukaan tanzh.

Akuifer adalah lapisan batusn lenub air tanah yang dapat menyimpan
dan mengruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.

Cekungan air anah glalah suatu wilayah yang dibatast oleh batas
hideogeologis, tempat semue keladian hidrogeciogis seperti proses
pengimbuhan, pennaliran dan pelepasan air anah berlangsung,

Hidrogesiogl adalal Bmu yvang membshas mengensd air tanah yang
bariglian dengan oara terdapal, penyebaran, pengaiiran, potenst dan
sifat kimia serts fisika air tanah.

Daerah imbuhan air anah adalah dasrah resapan air yang mamp
menambah air fangh secara alamiah pada suatu cekungan air tanahn.

Daeraby lepasan alr {anah adafah daerah keluaran air tanah yang
berdangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.

Rekomendasi teknis adalab persyaratan teknis yang bersifat mengikat
dalam pemberdan izin pemakaian air tanah atay in pengusshaan air
tanah.
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Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan,
memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah,
pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah.

Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan
informasi air tanah.

Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta
keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi air tanah agar senantiasa
tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi
kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun yang
akan datang.

Perlindungan air tanah adalah kegiatan pengamanan kondisi dan
lingkungan air tanah dari kerusakan yang ditimbulkan oleh ulah
manusia maupun alam.

Pemeliharaan air tanah adalah kegiatan perawatan air tanah untuk
menjamin kelestarian fungsi air tanah.

Pengawetan air tanah adalah kegiatan untuk menjaga keberadaan air
tanah agar secara kuantitas tersedia sesuai fungsinya.

Pengawasan air tanah adalah pengawasan terhadap kegiatan
administrasi dan teknis pengelolaan air tanah agar sesuai ketentuan
yang telah ditetapkan.

Pemulihan air tanah adalah kegiatan untuk memperbaiki atau
merehabilitasi kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau
kembali mendekati semula.

Pemantauan air tanah adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan
secara terus menerus atas perubahan kuantitas, kualitas dan
lingkungan air tanah.

Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah,
menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang
disebabkan oleh daya rusak air tanah.
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Pendayagunaan air lanah adalah upayz penatagunsan, penyediaan,
penpgunaan, psngembangan alr fanah dan pengusahsan air fansh
spoara optims! agar berhasil gens dan berdayaguna.

Ekspiorasi alr tanah adalalh kegiatan yang dituliken untuk memperoish
data air tanah mencakup antara iain sebaran, don sifat fisk batuan
yang mengandung air tanah, kedalaman zkuifer, konstruksi sumur,
debit optimal, kualites air tanah dan lainlam melahs kegiatan survey
gecfisika, pengeboran, penampsngan swnur, «ff pemompaan dan
permeardksaan laboratorium,

Hak guna air lanah adalah hak untuk memperoieh dan memakai atay
mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan,

Pengeboran air tanah adalah kegiaten membuat surmiu bor air fanah
yang dilaksanakan sesual dengan pedoman teknis sebagal sarana
ekaplorast, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan serta imbuhan
a¥ tanah,

Penggalian air fanab adalah kegialan membuat sumur gali untuk
mendapatkan air anah yang dilsksanakan sesual dengan pedoman
feknis sebagal sarang  eksplorasi, pengambilan,  pemaksian,
pengusahaan dan pemantauan serte imbuhan air tanah.

Penggunaan air tenah adalab sefiap kegiatan pomanfaatan air tanzh
untuk berbagal keperfuan.

Kegiatan usahs bidang air tanah adalah setisp kegistan unituk
mengeluarkan alr tanah vang pengambilannys dimaksudkan untuk
komersial atau keperugn fain balk melalui kegiatan pengeboran,
penggaiian maupun tidak,

Pengembangan air fanah adaftsh upaya peningkaten kemanfaatan
fungsi air lanwah sesuai dengan daya dukungnya.

Anglisis Mengenal Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya
disingkat AMDAL adalsh kajien mengsnal dampak besar dan penting
suatu usaha dan/alau kegiatan vang direncanskan pada lingkungan
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan kspulusan tentang

H
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penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL dan
Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah
upaya yang dilakukan dalam pengendalian dan pemantauan lingkungan
hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak
wajib melakukan AMDAL.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan
oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi
atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat ketetapan retribusi yang menetukan besarnya pokok
retribusi.

Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh
Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS
adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Semarang yang diberi wewenang khusus oleh Undang —
Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan
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BDasrah,

Badan adaish sekumpulan orang pribadi danfalau modal yang
maesupakan kessiuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang melipuff Perseroan Terbatas, Perserpan
Komarwiter, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan
Usaha Miik Deerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Finna,
Kongsi, Roperasi, Dana Pénsiun, Persekuluan, Perkumpuian, Yayasan,
Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisast yang
sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk badan ainnya,

BAB H
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Passl 2
Pengelolaan af tanah dilaksanakan dengan ssas langgung jawab,
keadilan, efektif dan terbuka.
Pengelciaan ai fanah  dimaksudkan datam  sangka  penertiban,
pengendalian, penatasn dan pengawassn ferhadap air tanah sesuai
dengan pola pengelotaan alir {anah secara terpadu.
Pengelolaan air tanah diselenggarakan dengan hujuan uniuk menjamin
kesinambungan ketersediasn dan keberlanjulan pemanfaaten serta
kedestarian  air  tanah  bagl  sebesar-besar  kemakmuran  dan
Keseishterasn rakyat.

BAB I
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Waewenang dan fanggung jawab Pemerintal Daerah dalam pengelolaan air
tanah meliputi @

&

=2

menstapkan kebljakan, rencana dan kerangka dasar pengelolasn air
taneh diwiisyah Dasmb berdasarken kebliizken sir tanah nasional
dengan memperhiatikan kepentingan Kabupaten atau Kola sekitamya
berdasarkan pada prinsip keterpaduan antara air fanah dengan air
permukaan |

menetapkan dan mengeiota Kawasan lindung air tanah di daerahnya ;
menysignggarakan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air
ianeh dalam rangka pengelolaan air tanah sesuai kebijakan, pedoman,

13
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progsedur, staadar, persyaratan dan kriteria di bidang ar tanab yang
titetapkan oleh Pemerintah ;

merumuskan dan menelapkan zona konservast air tanah

meangatur peruniukan pemaniastan air tanah pada cekungan air tanah |
mengatur dan memberikan izin pemakaian dan izin pengusahaan air
tanah;

menetapkan  dan  mengalur jaringan sumur panfau  air  {anah
didaerahnya |

mendorong  peran masyarskat dalam  kegisten  konservash, dan
pengawasan datam rangka pengelolaan air tanah |

metekokan pembingan dan pengawasan lerhadap pengesiciaan air
tarah, khususnya yang berkaitan dengan ketestuan dalam  iin
pemakaian air langh dan izin pengusahaan air tanah,

BAB IV
LANDASAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 4
Pengelolaan air {anah berdasarkan pada cekungan air tanah yang utuh,

Cekungan air tanah sebhagaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi
cekungan air tanah dalam wilayah Daersh, cekungan air fanah fintas
Kabupaten.

BABV
HAK ATAS AIR TANAH

Pasal b5

Hak alas air anah merupakan hak guna air {anah yang terdid derd hak guna
pakai dan hak guna usaha

{n

)
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Pasal &

Hak guna pekal air tanah diperoleh fonpa izin untuk memenuhi
kebutuhan air minum dan rumah tangga serta kebutuhan lain yang oon
komersial sepanjang jumiah pemanfaatannya pada batas tertenty.
Hak guna pakai air tanah memerslukan izin apabila .

a, ditujukan untuk keperiuan kelompek yang memernukan air dalam

jurniah besar;
b. digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah



ada ; dan
¢, ditujuken untuk memenuhi  kebutuhan  selain  sebagaimana
dimaksud pada ayat {1}

Pasal 7
Hak guna usaha air lansh dapat diberikan kepada orang pribadi atau badan
dengan zin Bupati,

BAB VI
PENGELOLAAN
Pasal &
Pengeiclaan alr tanah meliputi kegiatan
& peErensanaan ;
b, pelaksanaorn
¢ pemantauan dan evaluasi ;
4. konservasi air tanah
e, pehdayagunaan air tanah ; dan
{. pengendalian daya rusak air fanah,
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal g

Rencana pengelolaan air {anah disusun melalul tahapan nventadsasi air
tanah, penetapan zona konservasi air tanah, penyusunan dan penetapan
rencana pengsiclaan air tanzh

Paragraf 1
inventarisasi Air Tanah

Pasal 10
{1} Iverdtarisast alr tanah meliputl kegiatan pemetaan, penyelidikan dan
peneiitian, eksplorasi serta evaluasi data air tanah untuk menantukan :
sebaran cekungan air tanah ;
daerakh imbuhan dan lepasan air tanah ;
geomelr dan Karakieristik akuifer ;
neraca dan potensi air tanah ; dan
pengambilan dan pemanfaatan air tanah ;

epoop
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Kegiaten inventarisesi & tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang dilaksanakan untuk penyusunan rencana atau pola induk
pengembangan terpadu air tanah disajikan pada peta paling ke skata
11 100,000,

Hasil inveniarisasi air tansh sebagaimana dimzksud pada ayal {2),
digunakan sebagai dasar perencanaan konservasi dan pendayagunaan
@i tanah,

Hasil inventarisasi air tanah sebageimana dimaksud pada ayal {2)
disampaikan kepada Gubainur

Paragraf 2
Penstapan Zona Konservasi Alr Tanah

Pasal 11 :
Data dan informasi hasil Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 digunakan sebagal baban penyusunan zona konsgrvasi
air tarab,
Zona konservasi air fenah schagsimana dimeksud pada ayat {1}
disusun dan ditetapkan ofeh Bupati sesual kewenangannya melalul
konsulfasi publik dengan melibatkan instansi teknis dan  unsur
masyarakat,
Zong konservast air ilansh sebagaimany d:ma&sud pada ayal (2
memuat ketentuan mengenal konservasi dan pendayagunaan alr fanah
pada cekungan air tanah,
Zona konservasi ai tansh sebagaimans dimaksud pada ayat (2)
disajikan dalam bentuk peta vang diklasifikasikan menjadi
& zona perlindungan aif tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah
, dan
b. zona pemanfaatan air znah yang meliputi zona aman, rawan, keitis
darn rusak.
Zona konsewvasi air fenah yang felah ditefapkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjsu kembsali apabila ferdadi
perubahan kuantitas, kuafitas danfaiau lingkungan air tenah pada
cekungan air tanah, )

#
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Paragraf 3
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Air Tanah

Pasat 12
Rencana pengeiolaan air tanah  memusat pokok-pokok  program
konservasi, pendayagunaan dan pengendafian daya rusak au tanah.
Rencana pengelolaan ar tansh sehagaimana dimaksud pada ayat {1}
disuzun gengan :
a. mengutamakan penggunaan air permukaan pade wilaysh sungai
yang bersangkutan ; dan
b. berdasarkan pada kondisi dan lingkungan air tansh pada 20
konservasi air tanah.

Pasal 13
Bupati menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan air tanah pada
cekungan gir ianabh sesuai kewenangannya.
Penyusunan rencana pengelolaan air fanah oleh Bupat dilakukan
setetah meiaiud konsultast publik dengan melibatkan dinas atau instansi
tekrds dan unsur masyarakat,

Pasal 14

Rencana pengelsiaan air tanah sshagaimans dimaksind dalam Pasal 13

a.
b.

disusun berdasarkan padoman vang difetapkan oleh Mantet ;

terdini dart rencana jangka panjang, jangka menengsh dan jangka

pendek ; dan
¢.  dapat difinfau kembal apabila ditemukan data dan informast bar,
Bagian Kedua
FPelaksanaan
Pasal 15

M

4}

3

Pelaksanaan pengelolaan air tanah melipull kegiatan pelaksanaan
konstrukst, operasi dan pemeliharaan dalam kegiztan konservasi
pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.

Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan  sebageimana
dimaksud pada ayat {1) dilsksanakan oleh Bupatl dengan mengacu
pada rencana pengelolazn air ianah pada cekungan air tangh,

Bupati dalzn pelaksanaan konstruksi, opeegsi dan pemeliharaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dapat menugaskan plhak lain.
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Selgin  Bupati, pelakganaan konsiruksi, operasi dan  pemel
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dilskukan oleh pemegem
perorangan dan masyarakat pengguna air tanah uniuk kepentingan serx
Paiaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} diakukan pada akuifer dan fapisan batuan
innya yang berpengaruh ferhadap kelersedissn zir tanah pada
cekungen air fanah.

Pasal 16
Palaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana air tanah,
Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud peda ayat {1}
ditakukan berdasarkan norma, standar dan pedoman sesuai dengan
ketentuan peraturan pgrundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 17
Bupati mempunysi  kewenangan usluk  meiakukan  pemaniauan
pelaksanaan pengelotaan sir tanah,
Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tenah dilakuken melahs
kegiatan pengamatan, pencatatan, perekaman, pemeriksaan laporan
danfalau peninjauan langsung.
Pamantauan peleksanasn pengelolzan air tanab dilakukan secara
berkaia sesudi dengan kelentuan peraturan psiundang-undangan.

Pasai 18
Bupati sesual dengan Kowenangannva melaksangkan  evaluasi
pelaksanaan pengsiclaan sir tenah.
Evaluasi pelaksanaan pengeidlaan air tanal sehagsimana dimaksud
ayat (1) dilakukan melalui kegiatan analfisis dan penitaian {orhadap hasH
pemantauan,
Hasit evaluasi prlaksanaan pengelolaan air fanah digunskan sebagai
dasar periimbangan dalam melakukan pepinjavan atas rencena
pengelolaan air tanah,



(1}

{2)

2

(4)
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Hagian Keempat
Kongervast Alr Tanah

Pasal 19
Konservasi  air fanah  dilskukan  unizk  menjaga  kelestarian,
kesinambungan ketersediaan, daya dukung lingkungan, fungsi air tanah
dan memperiahankan keberlanjutan pemanfaatan air tanah,
Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berumpy
pada asas tanggungiawab, keadilan, efektif dan terbuka guna mencapat
maksud dan fuiuas pengeiolaan air tanah,
Polaksanaan konservasi air tanah sebagaimans dimaksud pada ayal
{1} berdasarkan pads |
& hasil inventarisasi, identifikasi dan evaluasi cekungan ar langh |
b, hasl kajian dasrah imbuhan dan lepasan air fanah ;
¢ rencana pengeloiaan alr tanah pada cekunga air tanah ; dan
. hasdl pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan air tanah,
Kenservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secera menyeluruh pada cekungan air tanah yang mencakup daerah
imbuhan dan daerah lepasan air tanah, melaluf ;
a. perindungan dan pelestarian aiy tanah |
b. pengawetan air tanah ;
¢. pengelolaan kualitas dan peryiendalian pencemaran aif fanzh ; dan
Rongervasi alr tanah harus menjedi salah safu pertimbangan dalam
perencgnaan pendayagunaan air tanab dan perencanaan ista ruang -
witayah,

Pagal 20
Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud datam
Pasal 19 ayat (4) huruf a bertujuan untuk melindungi dan melestarikan
kordisi dan lingkungan serta fungsi air tanah.
Dakam rangka perlindungan dan pelestarian air tenah sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) Bupali menetapkan kawasan induty air tanah
sesusi kewenangannya,

Paiaksangan pedindungan dan pelestarian g fangh sebageimana
dimaksud pada ayat {1} dilskukan dengan ;

a. menjaga daya dukuryg dan fungsi daerah imbuhan air tanah ;

b menjaga daya dukung akuifer ; dan

¢. memulinkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan

12



{1

(2}

&

{1

{2}

(1}
)

3

(4)

ZONA Iusak.

Pasal 21
Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4)
huref b bertwjuan untuk menjaga kabaradaan dan kesinambungan
ketersadizan air tanah.
Pengawetan air lanah sebagaimana dimaksud ayat {1} dilaksanakan
dengan card ;
a. melaksanakan upaya penghematan air tanah ;
b. meningkatkan kapasitas resapan air tansh ; danfatau
£. mengendalkan penggunaan air fanah.
Bupsali sesusl kewensngannya mendorong dan mensosiglisasikan
pengguna air tanah untuk melakukan pengawetan air tanah.

Pagsal 22
Fengelolaan kualitas dan pengendalian gponcemaran ait  iansh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) hund ¢ bertujuan
urduk memperiahankan dan memuibkan kualitas air tanah sesual
kondisi sdaminya,
Pengeloisan kualiles dan pengendalian pencemaran air  iznah
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilaksanakan dengan cara |
a. mencegah pencemaran air tanah ;
b, menanggulangi pencemaran air tanah | danfatay
¢. memutihkan kualifas gir fanah yang telah fercemer,

Pasal 23
Uniuk  mernjamin  keberhasian  konservasi, dilakukan kegiaian
pemantauan air ianah.
Pemantauan air fanah sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan
untuk mengetahui  perubahan  kuanliftas, kualitas dan  dampak
lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaaian air tanah dan /7 alau
perubahan lingkungan.
Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud p@da ayat {1) melipdi
a. pemaniauan perubshan keduduskan muyka air tanah ;
b. pemantauan jumiah pengambilan dan pemanfaatan air tanah |
¢.  pemardausn pencemaran air fanah ;
4. pemgiteisn perubahan deblt dan kua!itas air farah ; dan
e. pamariauan perubahan tingkungan air tanah.
Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayal {3} dilskukan pada
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{1)
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sumur pantay dengan cara ¢

g mengukur dan merekam kedudukan muka air tanah |

b, memeriksa sifat fiska, kandungan unsur kimia, bivlogi atau madin
aktif dalam air tansh |

c.  mencatat jumiah volume air tanah yang dipakai atae divsahakan |
danfatau

d. mengukur dan merekam perubahan Bngkungan ale tanah seperti
amblesart tanah,

Pemantauan air lanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan

secara berkala sesual dengan jenis kegiatan pemantauan.

Pasal 24
Pemeriniah daerah serta semua piliak yang berkadan dengan kegigtan
pendavagunaan alr tanah meleksanakan konservast air tanah.
Seliap pemegang iZin pemakalan air tanab dan zin pengusahaan air
tanah waiib melaksanaskan konsereasi air fanah,
Setiap kegiatan yang berpotensi mengubah atzus merusak kondisi dan
fngkungan air tanab wajib melaksanakan konservasi air tanah,.
Pemerinteh daograh melakukan penentuan dan perlindungan dastsh
imbubian pada cekungan air tanah yang berada diwilayshnya.

Bagian Kafima
Pendayagunaan Air Tanah

Pasal 25
Pendayagunaan air tanah berfduvan unluk memanfaatkan air fanah
dengan mengulamakan pemenuban kebufuhan  pokok  sehari-har
masyarakat secara adil dan berkelanjutan,
Pendayagunaan  air  ianah  dilaksanakan  berdasarkan  rencana
pengeloiaan air tanah,
Pendayagunean air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan  melalii | penstagunaan,  penyediaan,  penggunaan,
pengembangan dan pengusahaan air tanah,
Bupati  sesuat  dengan  kewenangannya | menyelenggarakan
perviayagunaan air lanah dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 28

Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah dietapkan sshagai
barikut
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air minum ,

air untuk rumah tangga ;

air untuk peternakan dan pertanian sederhana ;

air untuk irigasi,

air untuk usaha perkotaan;

air untuk industri;

air untuk pertambangan,

air untuk pariwisata ; dan

air untuk kepentmgan lainnya.

Penyedlaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari hari yaitu untuk air
minum dan rumah tangga merupakan prioritas utama diatas segala
keperluan lain.

Penyediaan air tanah dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan
penyediaan air tanah yang sudah ada.

Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berubah dengan memperhatikan
kepentingan umum dan kondisi setempat.

~T@ ™0 QR0 o

Bagian Keenam
Pengendalian Daya Rusak Air Tanah

Pasal 27
Pengendalian daya rusak air tanah bertujuan untuk mencegah,
menghentikan atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.
Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah dan
meningkatkan jumlah imbuhan air tanah untuk mengurangi penurunan
muka air tanah.

Pasal 28

Untuk mencegah dan/atau menghentikan terjadinya amblesan tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan dengan
mengurangi pengambilan air tanah bagi pemegang izin pemakaian air
tanah atau izin pengusahaan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.
Untuk mengurangi terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan dengan membuat sumur resapan.
Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan, Bupati sesuai
kewenangannya mengambil tindakan darurat sebagai upaya
pengendalian daya rusak air tanah.



(4)

(%)

Tindakan darurat sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berupa :

a. penghentian kegiatan ; dan

b. penghentian sementara.

Pelaku usaha bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan
sebagai akibat keadaan yang membahayakan lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

BAB VII
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Kegiatan dan Jenis Izin

Paragraf 1
Kegiatan

Pasal 29

Setiap kegiatan pengeboran, penggalian dan pengambilan air tanah hanya
dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati.

(1)

(2)

(3)

Pasal 30
Pengeboran dan penggalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
hanya dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau
badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk
melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.
Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian
air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui;
a. sertifikasi instalasi bor air tanah ; dan
b. sertifikasi ketrampilan juru pengeboran air tanah.
Sertifikasi pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. '

Paragraf 2
Jenis lzin

Pasal 31

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah :
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a.
b.

izin pemakaian air tanah ; dan
izin pengusahaan air tanah.

Bagian Kedua
Masa Berlakunya Izin

Pasal 32

Izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah berlaku untuk
jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

(1)

@)

)

(4)

®)

(6)

24

Bagian Ketiga
Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 33
Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
pemohon waijib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati
dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri.
Setiap permohonan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air
tanah dalam jumiah besar wajib melakukan eksplorasi air tanah, dan
hasilnya disampaikan kepada Bupati.
Hasil eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
sebagai dasar perencanaan :
a. kedalaman pengeboran atau penggalian ;
b. penempatan saringan pada konstruksi sumur ; dan
c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.
Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf a dan huruf b hanya
dapat diberikan setelah memperoleh rekomendasi teknis yang bersifat
mengikat dari Gubernur untuk cekungan air tanah lintas Kabupaten dan
Kota.
Bupati paling lama dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya
permohonan izin yang sudah lengkap persyaratannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mengajukan permintaan rekomendasi teknis
kepada Gubernur atau menolak permohonan tersebut disertai dengan
alasannya. )
Bupati paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya
rekomendasi teknis dari Gubernur mengeluarkan izin atau sejak
diterimanya penjelasan bahwa rekomendasi teknis tidak diberikan,
menolak permohonan izin disertai dengan alasannya, dan
tembusannya disampaikan kepada Gubernur.



(1)

()

(3)

Bagian Keempat
Perpanjangan Izin

Pasal 34
Permohonan perpanjangan izin harus diajukan secara tertulis kepada
Bupati paling lama 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir
dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Menteri.
Perpanjangan izin seperti halnya izin baru, dikeluarkan oleh Bupati
setelah mendapat rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (4).
Izin tidak dapat diperpanjang, apabila pemegang izin pemakaian air
tanah atau izin pengusahaan ait tanah belum dapat menyelesaikan
pengeboran atau penggalian hingga masa izin berakhir.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban

Pasal 35

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah
berhak untuk memperoleh hak guna pakai atau hak guna usaha dari
pemanfaatan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 36

Pemegang izin diwajibkan :

a.
b.

C.

a

melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pengeboran, penggalian dan
pengambilan air tanah secara tertulis kepada Bupati ;

melaporkan laporan debit pengambilan air tanah setiap bulan kepada
bupati.

menghentikan kegiatan yang dilaksanakan dan mengusahakan
penanggulangan serta segera melaporkan kepada Bupati, apabila
dalam pelaksanaan pengeboran, penggalian dan pengambilan air tanah
ditemukan kelainan yang dapat membahayakan lingkungan ;

mematuhi rekomendasi teknis dari Gubernur ;

melengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang telah
ditera oleh instansi yang berwenang ;

ikut memelihara dan melestarikan kondisi lingkungan air tanah
khususnya daerah resapan melalui gerakan menanam air ;
menyediakan paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) air dari debit
pengambilan yang diperbolehkan kepada masyarakat sekitar ;
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(1)

(2)

ikut berperan aktif dalam kegiatan konservasi air tanah ; dan

membuat sumur resapan dilokasi yang ditentukan Bupati, yang
jumlahnya tergantung dari besarnya pengambilan, lokasi pengambilan
dan akuifer yang disadap.

Bagian Keenam
Batasan dan Larangan

Paragraf 1
Batasan

Pasal 37

Debit pengambilan air tanah pada akuifer tidak tertekan yang
diperbolehkan paling besar adalah sama dengan pengambilan yang
menyebabkan penurunan muka air tanah sebesar 60% ( enam puluh
persen ) dari tebal air pada saat muka air tanah pada posisi paling
rendah.

Debit pengambilan air tanah pada akuifer tertekan yang diperbolehkan
paling besar adalah sama dengan pengambilan yang menyebabkan
penurunan muka air tanah hingga kedalaman bagian atas lapisan
penekan ( confining layer ) yaitu lapisan kedap air yang menutupi
akuifer tertekan tersebut.

Paragraf 2
Larangan

Pasal 38

Pemegang izin dilarang :

a.

b.
c.

(1

menyewakan atau memindahtangankan izin, sebagian atau seluruhnya
kepada pihak lain ;

menggunakan izin tidak sesuai peruntukannya ; dan

melakukan pengeboran, penggalian dan pengambilan air tanah selain
pada lokasi yang telah ditetapkan.

Pasal 39
Pengeboran dan penggalian air tanah atau kegiatan lain pada radius
200 (dua ratus) meter dilokasi pemunculan mata air tidak
diperkenankan atau dilarang dalam rangka menjaga fungsi daerah
imbuhan air tanah.



(2)

(1)

(2)

(1)

@)
(4)

®)

Izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah tidak dapat
diberikan pada tempat-tempat yang kondisi air tanahnya dianggap
rawan, kecuali kebutuhan airnya tidak dapat dipenuhi oleh sumber-
sumber air permukaan atau sumber air lainnya dan/atau untuk
pemenuhan kebutuhan pokok sehari — hari.

Bagian Ketujuh
Berakhirnya Izin

Pasal 40
Izin berakhir apabila :
a. masa berlakunya izin berakhir dan tidak diajukan perpanjangan ;
b. izin dicabut ; dan
c. izin dikembalikan.
Berakhirnya izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah
tidak membebaskan kewajiban yang belum terpenuhi oleh pemegang
izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41
Izin dicabut apabila :
a. izin dimaksud terbukti cacat hukum ;
b. pemegang izin melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam izin ;
dan
c. keberadaan sumur bor atau gali secara teknis terbukti
menyebabkan kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah.
Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan
secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan —
alasannya.
Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului
dengan peringatan kepada pemegang izin.
Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya
pemberitahuan pencabutan, pemegang izin wajib menghentikan semua
kegiatan.
Pencabutan izin dilakukan dengan penyegelan dan penutupan.
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8AB VI -
PENGELOLAAN DATA AIR TANAH

Pasal 42

{1} Semua data dan informasi air tanah yang ada pada orang pribadi alau
badan yeng belum pemah disampakan wajib digporkan kepada
Bupati.

{2} Bupati mengirin data sebagaimana dimaksud pada ayat {1) kepada
Gubernur .

(3) Semua data dan informasi air tanah sebagaimans dimaksixi pada ayat
{1} dikelola oleh Bupati sebagai dasar pengeloiaan air tanzh

BAB X
RETRIBUSE

Bagian Kesaty
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasai 43
Dengan nams relribusi izin pemakaian air fanah dan izin pengusahaan air
tarah dipungut seiribusi atas pemberian izin pemakeian air fanah dan zin
pengusahaan B tanah dard Pemetingah Daereh,

Pasal 44
Obyek reiribusi adakeh pemberian izin pemakaian gir tangh dan izin
penguszhaan air tanah.

Pasal 45
Subyek retribusi adalah orang pribadi  atau badan yang mendapat izin
pemakaian air tangh atau izin pengusahaan gk tanah melalyi kegialan
pengeboran, penggaiian atau pengambilan afr tanah,

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 45
Retribusi izin pemakalan air Bnah ataw ims pengusahiean air janah
digoiongkan sebagal retribusi perizinan lertentu.



Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 47

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan:

a.
b.

C.

(1)

)

(1)

sumber daya alam yang meliputi debit pengambilan, lokasi pengambilan,
jenis akuifer yang disadap oleh pemohon ;

pelayanan perizinan meliputi administrasi, operasional dan pengawasan
: dan

sifat pemanfaatan meliputi pemakaian air tanah atau pengusahaan air
tanah.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 48

Prinsip yang digunakan dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
retribusi berdasarkan atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang
pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pengambilan sumber
daya alam guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan serta guna menutup biaya penyelenggaraan
pelayanan perizinan.

Biaya penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi biaya administrasi, biaya operasional dan biaya
pengawasan.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 49
Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan sifat
pemanfaatannya.

29



(2) Besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :
a. lzin pemakaian air tanah :

1. Biaya administrasi sebesar Rp. 50.000,
2. Biaya operasional sebesar Rp. 675.000,-
3. Biaya pengawasan 1 (satu) kali sebesar Rp. 675.000.-

Jumlah Rp. 1.400.000,-

b. lzin pengusahaan iru tanah :

1. Biaya administrasi sebesar Rp. 50.000,-
2. Biaya operasional sebesar Rp. 675.000,-
3. Biaya pengawasan 3 (tiga kali sebesar Rp. 2.025.000.-

Jumlah Rp. 2.750.000,-

Pasal 50 :
Besarnya tarif retribusi perpanjangan izin, sama dengan tarif pembuatan izin
baru.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan

Pasal 51
Retribusi izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dipungut
di wilayah Daerah.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemungutan

Pasal 52

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah
dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(3) Setiap pembayaran retribusi izin pemakaian air tanah atau izin
pengusahaan air tanah diberikan tanda bukti pembayaran.
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Bagian Kedslapan
Tata Cara Pembayaran

Pasal 53
Pembayaran retribusi izin pemakaian air fansh atau izin pengusahaan
air tanah harus dilakukan secara tunai dan disetorkan ke kas daerah
atau tempat lain yang diteniukan.
Pembayaran tefribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

alat pukli pembayaran.

- Tata cara pembayaran yang dilskukan di tempat iain sebagaimana

dimaksud pada ayal (1) ditelapkan oleh Bupat,

Setiap pembayaran dicatat dalam buky pendataan.

Bentuk, isi, kualites, ukuran buko penerimaan dan landa buld
pernbayeran retribusi sebagaimana dimaksug pada ayat (4} ditetapkan
oleh Bupati.

Penyetoran ke Kas Daerah sebagaimana dimasksud pada ayat {1
paking lama 1 {satu} kali 24 {dua puith empat) jam.

Bagian Kesembilan
Banks] Administrasi

Pasal 54
Dalam hal wailh ratribusi tidek membayar tepst pada waktunya atau
kurang membayvar dikenaken sanksi adminisirasi berupa dends
sabasar 2 % {dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang,
Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan pada Kas
Daerah.

Bagian Kesepuiuh
Tata Cara Penagihan

Pasal 86

Surat teguran atau’ surat peringatan atau sural jain yang sejenis
sebagai awal tndaken pelaksanaan penagihan retiibusi dikeluarkan 7
{tujuh} hari sejak jatuh tempo pembayaran.

Degaryy ngka wakiu 7 (ujuh) hard setelah tanggal surst leguran atay
surat peringatan alau surat dgin yang sejenis, waib retribusi harus
meiunasi retribusi terutang.

Burat teguran atou swrat penngatan atau surat lein vang sejenis
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabatl yang
ditunjuk.

Bagian Kesehelas
Tats Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 58
Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retnbusi dapat memberikan
pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
Tala cara pemberdan pengurangan, keringanan dan pembebasan
rafribusi sebagaimeana dimaksud pada ayat (1} ditelapkan dleh Bupati.

Bagian Keduabelas
Kebaratan

Pasal 57
Wajib celribusi dapat mengsjukan keberatan afes pokok refribus
danfatau sanksi adminisirasi kepada Bupaih
Keberalan sebagaimans dimaksod pada gyat (1) digiukan dalam
jangka wakiu 2 (dua) bulen, sejak tanggal surat ketelepan retribusi
dasrah diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan
bahwa jangka wakiu ity tidak dapat dipenehi karena keadaon diluar
kemampiian,
Pengaivan keberatan tidak menunda kewajiban untuk membavar
retribusi dan pelaksanaan untuk penagihan retribusi,

Pasal 53
Bupati dalam jangka waktu paling lama 2 {dua} bulan sejak tenggal
surat keberatan diterima harus memberikan Keputusan atas keberatan
yang bersangkitan.
Kepulusan Bupal schagaimana gimaksud pada ayst {1} dapat berupa
mensrima  selurvhnys atad  sebagian, manokak stau  menambeh
besarnya relribusi vang terutang,
Apabiia jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat {1} telah lewat
dan Bupati idak memberikan suatu keputusan, maka keberatan vang
diajukan tersebut dignggap diterima,
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BAB X
PELAKSANA, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 59
Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah SKPD yang membidangi.
Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan air
tanah dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati dengan
melibatkan peran serta masyarakat.
Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
meliputi :
lokasi titik pengambilan air tanah ;
teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan ;
pembatasan debit pengambilan air tanah ;
penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit pemompaan ;
pendataan volume pengambilan air tanah ;
kajian hidrogeologi ; dan
g. pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL.
Masyarakat dapat melaporkan kepada SKPD yang membldangl
apabila menemukan pelanggaran pengambilan dan pemanfaatan air
tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air
tanah.

~oQ0 T

Pasal 60
Setiap titik atau lokasi pengambilan air tanah yang telah diizinkan harus
dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang sudah
ditera oleh Instansi yang berwenang.
Pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dilakukan oleh
SKPD yang membidangi.
Pemegang izin wajib memelihara dan bertanggung jawab atas
kerusakan meter air.

Pasal 61

Pemohon izin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama harus
berperan aktif untuk membantu Pemerintah Daerah dalam penyediaan
sumur pantau berikut kelengkapannya untuk memantau muka air tanah
berdasarkan jaringan sumur pantau yang ditetapkan Pemerintah
Daerah.

Bentuk peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. ikut menyediakan 1 (satu) sumur pantau pada setiap keberadaan 1
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(3)

(satu) sumur produksi dengan debit pengambilan 50 (lima puluh)
liter per detik atau lebih ; dan

b. ikut menyediakan 1 (satu) sumur pantau pada setiap keberadaan

lebih dari 1 (satu) sumur produksi pada 1 (satu) sistem akuifer
dengan total debit pengambilan air tanah 50 (lima puluh) liter per
detik atau lebih dalam areal pengambilan seluas kurang dari 10
(sepuluh) hektar.
Pengadaan sumur pantau berikut alat pantaunya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b yang kepemilikannya labih dari 1 (satu)
orang atau lebih dari 1 (satu) badan usaha, biaya pengadaannya
ditanggung bersama.
Besarnya biaya pengadaan sumur pantau sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) ditanggung bersama yang jumlah penyertaannya
disesuaikan dengan jumlah kepemilikan sumur atau jumlah
pengambilan air tanah.
Pemilik sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib
melakukan pemantauan kedudukan muka air tanah dan melaporkan
hasilnya setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada
Gubernur .
Penetapan lokasi, jaringan dan konstruksi sumur pantau dan sumur
resapan di wilayah Kabupaten dilaksanakan oleh SKPD vyang
membidangi.

Pasal 62
Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit kurang dari 50 (lima
puluh) liter per detik pada satu sumur produksi wajib dilengkapi
dokumen UKL dan UPL.
Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter
per detik atau lebih, dari beberapa sumur produksi pada 1 (satu) sistem
akuifer dalam areal pengambilan air tanah kurang dari 10 (sepuluh)
hektar wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL.
Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter
per detik atau lebih, dari satu sumur produksi wajib dilengkapi dengan
dokumen AMDAL.



BAB Xi
PELANGGARAN

Pasal 63

Setiap pemegang izin dinyatakan melakukan pelanggaran apabila :

a.

=

(1)

(2)

merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau
alat ukur debit air dan / atau merusak segel tera pada meter air atau
alat ukur debit air ;

mengambil air tanah dari pipa sebelum meter air dan/atau alat ukur
debit air ;

mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin ;
menyembunyikan titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah ;
memindahkan letak titik pengambilan atau lokasi pengambilan air
tanah;

memindahkan rencana letak titk pengeboran danfatau lokasi
pengambilan air tanah ;

mengubah konstruksi sumur bor ;

tidak menyampaikan laporan pengambilan air tanah atau metfaporkan
tidak sesuai dengan kenyataan ; dan

tidak melaksanakan ketentuan yang fercantum dalam izin.

BAB XIi
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 64
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang Refrbusi Daerah, sebagaimana dimaksud
dalam Undang — Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti Keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana Refribusi Daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih iengkap;

b. meneliti, mencar dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilzakukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
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¢ meminia keterangan dan baban bukt dari crang pribadi atau badsn
sehubungan dengan tintdak pidana Relribusi Daerah;

4. memeriksa buke - buky, catatan-catatan, dan dokumen - dokumen
fain herkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

6. melakekan penggeledahan wrduk  mendapatkan bahas  bukti
pembukuan, pencatalan, dan gokumen - dokumen in serla
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

§  meminie baniuan fenaga ahli dalam rangka peleksanaan fugas
penyidikan findak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan / algu melarang seseorang meninggalkan
ruangan alay tempal pada saat pemeriksaan sedang berlangsungb
dan mameriksa denliias orang dan f atau dokumen yang di bawah
sebagaimana dimaksud pada hunf &

h. memohst sesecrang yang berkaitan dengan  lindak  pidana
Retribusi Dasrah;

i memanggi orang unfuk didengar kerengannya dan diperiksa

sabagi tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan

meiakuikan lindakan lain yang periy untuk kedancaran penyidikan

indak pidana di bidang Refribusi Daerah menunst hukum yvang

hedanggung jawab.

Penyidik sebagaimang dimaksud pada avat (1) memberitahikan

dginulginya penyidikan dan menyampatikan hasil penyidikannys kepada

Perunttf Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik indonesia

sesual dengan kelentuan yang diatur dalam Undang —~ Undang Hukum

Acara Pidana yang berfaku.

=

BAB Xiii
KETENTUAN PIDANA

Pasal 85
Setiap orang pribadl atau Badan yang dengan sengaja melanggar
ketentuan Pasal 28 ayat (5), Pasal 29, Pasal 38, Pasal 38, Pasal 39
ayat {1}, dan Pasal 83 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3
{tiga) butan atau denda paling banyak Rp, 50.000.000~ { lima puluh
i rupiah 3
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada aysl (1) adaish

petanggararn,
Selain dapat dikenakan pidana sabagaimana ditnaksud pada avat (1)



dapat juga dikenakan pidana sesual dengan ketenfuan peraturan
' perundang-undangan,

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6&
Dengan saat Peraturan Dasrah ini mulai beraku, maka izin yang telah
diterbitkan sebelym diundangkannya Perafuran Daerah i masih tetap
beriaku sampal dengan berakhimya izin yang bersangiastan,

BAE XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67
Pada saat Peraturan Daerab ini mulal bedaku, maka Peraturan Daersh
Rebupaten Semusrang Nomor 9 Tashun 2004 tenteny lin Pengeboran Al
Bawazh Taneh, Pengambilan / Pemanfaaian Air Bawah Tanah dan asieu Alr
Permukaan Tanah Di Kabupaien Semarang {Lemberan Daersh Kabupaten
Semarang Tahun 2004 Nomor 22 Seri C , Tambahan Lembarasn Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 8) dicabut dan dinystakan tidak berisku.

Pasal 68
Hat-hal yang belum distur dalam Peraturan Daerah ini sepaniang mengenai
teknis pelaksanaannya diatur lebih fanjut oleh Bupali.

Pasal 89
Peraturan Daerah ini mulal beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Oaerah ini dengan penempatannya dalem Lembaran Daerah Kabupaien
Semarang.



Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 11~ 12 - 2008

WAKIL BUPATI SEMARANG,

SITI AMBAR FATHONAH

Diundangkan di Ungaran
Pada tanggat 12 — 12 - 2008
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

WARNADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2008
NOMOR 26
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FENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABLUPATEN SEMARANG
NOMOR 26  TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

UMUR
A. Latar Belakang

Al tanah merupgkan karunia Tuben vang Maha Kussa veng
sangal peniing bagl kehidupan manusia. Qleh kerena #u menjadi
kewaiiban kita bersama uniuk memanfaalkan sumber days aam tersehul
secara  bijaksana  bagl  schesar-besarnye  kemakmuran  rakyst
sehagaimana diamanatkan oleh Undang-Undlang Dasar 1845,

Pengambilan air ianah datam rangks memenuhi kebuluhan air
minum, rumsh tengga maupun pembangunan semakin  meningkat
sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan
pembangunan. Hal ini berpotensi menimbutkan berbagat masalab yang
dapat merugikan apabila fidak dilakukan pengeloiaan secara bijaksana.

Air tanah tersimpan dalam lapisan tanah dan batuan pengandung
air dan menjadi bagian dari komponen daur hidrologl. Secara teknis air
fanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui, namun
damikian wakiu yang diperlukan sangat lema. Pengambilan air tenah
yang melampaui kemampuan pengimbuhannya lelsh mengakibatkan
pada beberapa deerah lerfadi kiilis air tanegh ferutema air tanah dalam {
skuafer teriekan ). Bahkan pada beberapa dacrsh talah diiumpai geinls
kemerosolan Engkungsn anlarz lzin penununan muks air fanah dan
panurunan permukasn fanah serla penyusupan air aul patda doersh
pantal. Apahbila kondisi fersebid diblarkan sangs!l memungkinken
fimbulniva kerugian lain yang lebih besar, misalnya kelangkaan air, hanjir,
arasi, sedimeniasi dan gerakan tanah.



8.

1.
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Pengeiotaan Air Tanah

Landasan dan Asas Pengelolaan Air Tanal

At tanah terdapat pada lapsan tanah dan batuan pada cekungan air
tanan. Cekungan air tanah melputi daerah-daersh  kejadian
hidrogeologis berdangsung. Berdasarkan cakupan lasnya, maka
bates cekungan air fenab lwak selalu sama dengan batas
administraiif, bahkan pada satu cekungan ait tanah dapat meliput
felibh  dari satu  daerah administrast  KabupslenKols, maeks
pangelolaan air Enah pada satu cekungan harus dilakukan secars
terpadu vaitu mencakup Kawasan pengimbuhan, pengefiran dan
fopasan ( rechargs, flow dan descharge ) Dengan demikion
pengetolaannya tidak berandaskan pada wilayah administras! ielap
harus berandaskan pada cekungan air tanah secara uluby
Sementara pelaksanaan pengelolaannya berdasarkan pada asas
fangoung jawab, barkeadilan, efeldif dan tarbuka,

Kegiatan Pengeloiaan

Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan air tanah diselenggarakan
dalam rangka penertiban, pengendalian, penatagn dan pengawasan
agar dapat menjamin kesinambungan kelersediaan, Reberanjutan
nemanfaatan serta kelestanman air tarsh bagi ssbesse - besar
kemakmuran dan kesejahieraan rakyal, Kegiatan pengeidizan gir
fanah meliput  perencanaan, peolaksansan, pemantauan  dan
evaeluagi, konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak
girtanah.

inventarisasi bertujuan untuk memperoleh data dan informasi
cekungan air tanab seria kondisi pofensi air lanah pada seliap
cekungan air fanah termasuk untuk mengelahui pengambilan air
tanah pada cekungan fersebut.

Konservasi bertujuan untuk menjaga keberdangsungan keberadaan,
daya dukung dan fungst air tanah yang meliputi kegiatan
perindungan  dan  pelestarian, pengawelan, pengerzriaéan
pencemaran dan pemulthan air tanah.

Pendayagunaan air lanah beriujuan sgar pemeanfaaian alr tana?z
penar — benar dapat memenuhi kebutuhen pokok sehari - harl
masyarekal secara adil dan berkelanjutan.



Pengendalian days rusak air tanah berlujuan untuk mencegsh,
menangguiangi ataupun mengurany! kemampuan daya rusak sir
tanab yang diakibatkan oleh pengambilan alr lanah secara
barlebihan dan tidak terkendali,

Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan pengelolaan air anah seperti
tersebut distas diperiukan pengawasan dan pemantausn,

Perizinan air tanal merupakan salsh satu instrumen pengawasan
dalam rangka pengendalian pemanfaatan alr taneh. Pemberian
perizinan air fanah dikeluarkan cleh Bupati,

Pengelolaan air tangh  dilaksanakan dengan memperhatikan
kebiiakan pengsiolaan air fenah  Pemernlah  Propinst  dan
Pemaearintah Pusat agar pengelolaan ak tanah khususeya pada
cekungan air lanah lintas Kabupalenfiola ataupun intas Propinsi
dan bntas Negsre dapat dilsksanekan secsra lerpadu dan
terkoordinasi lintas sektoral,

. Paiaksanaan

Pelaksanaan kegiaten pengelolaan air tanah dilaksanakan
secara terkoordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan Pemsrintah
Propinsi, Sepanjang menyangkul hal-hal yang bersifat teknis
Pemerintah Propinsi memberikan dukungan dan fasiitas sebagal
dagar pelaksanaan peangelolaan aoministratif oleh  Pemearintah

Kabupaten.

Berdasarkan pertimbangsr-pettimbangan tersebut dintas,
seria mengingat bahwa Peraluran Daerah Kabupaten Semarang
Nomor § Tahun 2004 tentang teniaag Hin Pengeboran Alr Bawgh
Tanah, Peagambilen / Pemanfaaian Alr Bawah Tansh dan atan A
Permukaan Tanah Di Kabupaten Semarang dipandang sudab Hdak
sasual lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini, oleh
karenanya harus dicabuf dan diganti dengan Peraturan Daerah vang
iebih dapal memenuli harapan kita,

Pengaturan kemball Peraturan Dasrah inl adajah dalam
rangka melaksanakan kewenangan i bidang pertambangan den
energi sesual yang dismanaikan dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007,
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PASAL DEMI PASAL

Pasal §

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat [}

Asas fanggungiawab, dimaksudkan agar dalam
polaksanaan  pengelolaan s tansh  terdapat
kesadaran dari pelaky  usaha/kegiatan untuk
bertanggungiawab alas  usahakegiatan yang
dilalakannya.

Asas keadilan, dimaksudkan agar keberadaan air
tangh dapal dinikmati oleh generasi sekarang
maupun generasi mendatang, selain ku ssflap
orang mempunyal hak dan kewajiban yang sama
#tas air tanah.

Asas ofekiif, dimaksudkan agar pengelolaan air
tanah dapal dilsksanakan segars opfimal dengen
sumbar daya yang lerbatas.

Asas terbuka, dimaksugksn untuk memberikan
kejelasan kepada masyarakat agar pengelolaan air
tanah dapatl dilaksanakan dengan peran seria
masyarakat secara  fransparsn  mulai dard
perencanaan hinggs evaluasi.

Ayat {2}

Poia pengelolaan air tapah secara terpadu adalah
pengelclaan yang dilsksanakan berdasarkan
cekungan air ftanah secara utuh  dengan
mekbatkan semua pemilik  kepentingan aatar
sektor dan antar wilayvah administrasi _

Ayat (3}

Yang dimsksud "kesinambungan  kelersediaan”
adalah agar sifat air tenah sébagat sumber daya
terbarukan { renewsble resourcess } tidak menjadi



sumber daya yang lidak terbarukan {unfenswable
resourcess) skibat kesalahan dalam pangelolaan.

Yang dimaksud ‘“berkelaniutan  pemanfaztan”
adalah agar air tanab tidak mengalami pentrunan
fungsi dan dapst memberikan manfaat yang
sebesar — besamya unluk Kemakmuren dan
kesejatteraan rakyat.

Yang dimaksud “kelestarian air tengh” adaiah
agar kondisi air tansh dapat lesteri dan tetjaga
kualitas serta kuantitasnys secara alamiah.

Pasal 3

huruf &
Prinsip keterpaduan air lanah dan air permukasn
yaity dengan melihat air tanah dan alr permuokaan
sebagai satu kesatuan dalam daor hidrologl
Semerdara psnvelenggaraannya yang melipuli
konservasl, pendayagunaan dan pengendaiian
daya rusak air tanah  diaksaneken  dengan
memperhatikan wewenang dan tanggung jawab
instansi sesuat fugas pokok dan fungsinya.,

hund b
Yang dimaksud “kawssan lindung air tanah”
antara fain adalah daergh imbuban air wnah {
recharge ares }, zona krifis dan zona rusak.

huruf ¢ _
Cukup jelas

huruf d
Cukup jelas

huruf &

Cukup jelas

frgruf
Cukup jelas



hisruf g
Cukup ielas

huruf b
Cukup jelas

huruf i

Fembinaan dan pengawasan dilaksanakas terhadap ;

- Pelgksanasn pengeboran alau penggalian akr
fanah, pemskalan dan / gtou pengusahaan Fir
tanab ;

- Kegiatan  yang manyasbabkan kerusakan
Engkungan air tanah ; dan
Polaksanaan upays pongelolaan ingkungan dan
upava pemartauan lingkungan dan atau analisis
mengenai dampak lingkungan.

Pasal 4
Avat {1}

yang dimaksud “ulub® adalsh pengelolaan air
tanah dengan melhat batas - batas hidrogeclogis
tempat semua kejadian hidrogeologis { proses
pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tansh
} vang tidak dibatasi oleh batas -  batas
administrasi.
Cekungan air tanah dalam ketentuan ini adalah
cekungan air tanah yang terbentuk oleh proses
geokogi termasuk tubuh — {ubuh air di dalsmnya
seperii aif fosil { conate waler ) dan air panas { hot
water ).
Alr panas yang dimaksud diatas, berbeda dengan
air  panas penghasit energi  panas  buml
sebagaimana dimaksud datam UU no 27 Tabun
2003.  Perbedaannya  yaifu pada  tujuan
pemantaatan, keterdapatan dan cara
pengambilaniya.

Ayat (2)



Yang dimaksud cekungan ar fanah dalam wilayah
kabupaten adaigh apabila dacrah pengimbuhan,
pengalisan dan pelepasan air {anahnya beradg
dalam saty wilayah administrasi yaidu wilayah
kabupaten.

Cekungan Bnfas kabupatervkots danfatau iinfas
propinsi danfatay lintas pegara adalah apabila
daeral pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan
air tanahnya berada peds wilayah administrasi
yang berbeda. Dalaen hal ini beda kabupalenkota,
propinsi dan/atau negara.

Pasal &
Yang dimaksud "hak guna pakai® adalab hak guna alr
fanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari « hart
yaitu minum dan romahiangga, pertanian rakyat dan
kegiatan bukan ysaha,

Yang dimaksud “hak guna usaha” adalah hak guna air
tanah unik memenuhi kebuluhan usaha, baik
penggunaan air tanah upluk bahan baku groduksi,
paemanfaatan potensinya, media usaha, maupun
penggunaan ali lanah untuk bahan pembantu produksi
atay prosas produksi.

Yang dimaksud “bahan baky produksi™ antara lain air
minum dalam kemasan (AMDK), air barsih, makanan,
minuman dan obat-obatan,

Yang dimaksud  “bahan  pembanty” ateu  proses
produksi antara fain air untuk  pendingin  mesin,
pencelupan  teksfil, sanitasi, pertambangan dan
panwizaiz.

Pasaié
Ayat {1}
Yang dimsaksud “kebutuhan lain non komersial®
adalah pemaksian gir tangh uniuk kepentingan
sosial, disntarmanya ¢ pesantren, rumah sakit,
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runah ibadah, kantor pemeristah, sekolah, panti
axuhan dan pardi jiompo,

Yang dimaksud "pada batas tertentd” yaity apabila
pengambiiannya dilakekan dengan sumur gall
stay sumur bor dengan diameter pipa kurang dari
2 {dua} inchi dan pengambilan zir farmhnya antul
kehutuhan pokok dengan jumsish paling besar 100
rfoulan tanpa didistiibusikan.

Ayat{2)

Pasal 7

huruf &

Yang  dimaksud “dalam jumlah besar” apabile
pengambilannya  atay pemaksian A tanahaye
lebih dari 2 {dua} Bler / detik.

haryf b

Yang dimsaksuid “pertanian rakyat” adalah budidaya
perignian  meliputi  berbagal  romodii | yaitu
pertanian ianaman pangan, perikanan, paternakan,
perkebunan dan kehulanan yang dikelola rakyat
yang pengambiian git tanahnye lebih besar dast 2
fter / detik.

Yang dimaksud ‘pertanian lanaman pangan”
adalah feneman yang fidsk membulubkan air
datam jumish besar, sepedi jaguny dan palawija.

huruf 2
Lukup jeias

Cukup ietas

Pasal 8

© Cukup olas

Pasal &

Cakup jelas



Pasal 10

Ayat {1}

b a

Penentuan batas — batas horsotal  dar
sekungan air  tansh  adalsh  berdasarkan
Reputusan Presiden atau mengikull KepMan
ESDM Nomor @ 716 KMO/MEMZ003 tentang
batas ~ batas horisontal cekungan alr tanah di
Pulauy Jaws dan Pulay Meaduwra sebelum
Kepndusan Presiden mengenai batas — batas
cekungan air tanah ditetapkan,

mautb

Pensntugn  daerah  imbuban  dan  daesgh
lepasan 3% tanale ditenlukan  dengan
menumpangtindihkan {overlay) aotara peta
muka preatk den pela muka pisomefrik,
dimang garis parpotongan ankata muka preatk
dan mika pisometik adaiah garis engsel (
hinge line } vang merupakan batzs anlara
daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah.

huruf ¢

Geometri dan karakieristik akuifer ditenfukan
melaid sebaran lateral vang disajikan dalam
peta hidrogeologl. Sementara sebaran veriikal
ditenfukan dengan membuat  penampang
hidrogeoiogi untuk mengetahui batas afes dan
halas bawah sistem akuifer, i

hrf o

Meraca air pade cekungan air tanah
ditentukan berdasarkan model sistem gkuifer
yang didapat dari penvebaran lateral akuifer
dan panyebaran vertikal akuifer.

Semeniara polenst alr  lanah  ditentukan

47



dengat peta potensi air fanah yang melipuli
kuslitag dan kuantitas air fanah.

turuf e

Padga prinsipnya pangambilan dan
pemaniaatan alr tanah pada suaty sekungan
af tanah  maksimal samg  dengan
pengimbihan vang terjadi secara alamiah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3}
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat {1)
Cukup jelas

Ayat {2}
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup ielas

Ayat {4}
huruf 2
Yang dimaksud “zona perlindungan air
nah” adalah dasrah vamwg czii;m’éungi
sepeartl kawasan Hnding.

huruf b
Yang dimaksud dengan “EGna
somaniaatan @ir fanah” adalah daerah



yang air tanahnya dapal dimanfaatkan
seperti kawasan budidaya.

Ayat (8)
Dukup jelas

Pasal 12
Ayat {1}
Rencana pengelolean air {anah yeng dimaksud
adalah rencana pengeioisan alr fanah pads
cekungan air fanah yang berada peda wilayah
kabupaten dengan memperhatikan rencana dan
kebijakan pengelolaan air tanah kabupaten § koka
sekibarmya, pemerintah propinsi dan pemerintah,

Ayat (2
hurif &
Alr tansh sebaiknya hanya digunakan apabiia
kebutuhan air tenahnys tidak dapat dipenuhi
¢leh sumber air permukaan,

huruf b
Yang dimaksud “kondisi dan Engkungan air
tanah” adalah kuantitas, kualtas dan lapisan
batuan yang mengardung air tanah,

Pasal 13
Cukup jelas

Pasatl 14
huruf &
Cukup jelas

hurut b
Rencana jangka panjang disusun untuk jangka
waktu paling lama 25 (dua pulbh fima) ahun,
mnoana jangka menengsh paling lama 10
{sepulul) tahun dan rencanz jangka pendek
paling lama 8 {iima) fahun.



hurufc
Perubahan vang dimaksud adaiah :
1. Perubahan fisik cekungan air tanah.
2. Ditemukan data baru terhadap cekungan air
{anah.
3. Terjadi perubshan sosial ekonomi.

Pagal 1§
Ayal {1}
Cukup jelas

Ayat {2}
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud phak lain adalah instansi atau
lembaga, balk pomernintal maupun swasta seperti
iembaga penelitian, perguruvan tinggi atau badan
usaha yang mempinyal kompatensi di bidang air
fangh.

Ayat(4)
Cukup jelas

Ayat (5}
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Penyediaan sarana dan prasaraﬁa dilakukan
antara lein dengan pengeboran, penggalian dan
pengadaan aigt pantay atr tanab,

Ayat (2)
Cukup ielag

Pasal 17
Ayat (1}



Cukup jelas

Aval {3}
Cukup jelas

Ayat (3}
Yang dimaksud “secara berkala” adalah setiap 6
{enam) bulan.

Pasal 18
Cukup wlas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasat 20
Ayat (D)
Cukup jelas

Ayat (2}
Cuhup islas

Ayat {3
hurd o
Urduk menizng days dukung dan fungsi
imbuhen air tanab dilakukan diantaranya
dengan melakukan pelarangan pengeboran,
penggalian termasuk penambangan dalam
rading 200 m dari pemunculan mata air.

Bt b
Untuk menjaga daya dukung akuoifer
diantaranya  melakukan  pengendalian
kegiaten yang dapsl mengganggu sistem
skuifer diantaranya pembuaian lerowongan
dan perambangan batuan stau mineral,

huraf ¢
Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan
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air tanah pada zona kritis dan zona rusak
diantaranya dilakukan dengan melarang
pengambilan air fanah kecuali untuk
kebutuhan pokok sehari — hari.

Pasal 21
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2}

huruf a
Upaya -~ upaya penghematan air tanah
- dilakukan dengan cara, diantaranya :

menggunakan air tanah secara efekiif dan
efisien sesuai kebutuhan.

mengurangi penggunaan, menggunakan
kembali atau melakukan pendauran
ulang apabila dimungkinkan.
menggunakan air tanah sebagai alternatif
terakhir yaitu apabila tidak bisa dipenuhi
dari sumber — sumber air permukaan
secara memadai baik dari sisi kualitas
maupun kuantitas.

memberikan insentif bagi pelaku
penghematan air tanah.

memberikan desinsentif bagi pelaku
pemborosan air tanah.

melakukan pengembangan dan menerap
-kan teknologi hemat air.

huruf b
Upaya peningkatan kapasitas resapan air
tanah dilakukan dengan memperbanyak
jumiah air permukaan menjadi air resapan
melalui sumur resapan, kolam resapan: dan
parit resapan.

huruf ¢
Upaya pengendalian penggunaan air tanah
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Ayat (3)

dilakukan aritara lain dengan :
1, membalasi penggunaan air tanah dengan

tetap mengutamakan pamanuhan

kebiguhan pokok sehari - han;

menjaga keseimbangan pengimbuhan,
pengaliran dan pelepasan air tanah;
memperketat sistem perizinarn;
meneragkan {arf progresif dalam
penggunaan air tanah sesual dengan
fingkat konsumai;

menguranyt  alokast pengambilan  aiy
tanah batu pada 2ona rawan air tanah;
melarang peagambilan aif tanah baru
dan  menguangt  secara berdghap
pengambiian air tanah yang sudah ada
dh zona kiifis alr tanah;

mengatur  kasl  dan  kedslaman
penyadapan akuifer;

mengatyr kedalaman pengeboran alau
penggalian alr tanah; dan

mengatur jarak antar sumar pengeboran
atayu penggalian air tanah.

Lukup jelas

Pasal 22
Ayat {1}

Cukup jelas

Ayat {2)

Pencegahan, penanggulangan dan  pemulihan
Kuafitas air tanah sera pengendalian pencemaran
alr iansh berdasarkan Peralurgn  Pemerintash
Nomor 82 fabun 2001 tentang pengelolaan
kuglitas air dan pengendalian pencemaran air.

Pagal 23
Ayat {1}



Cukup jelas

Ayat(?)
Cukup ielas

Ayai (3)
Cukup jelas

Ayat {4}
Cukup jelas

Ayat (3}
Yang dimaksud "berkala” adalah seliap 6 (enam)
budarn sekali. ‘

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1}
Cukup jelas

Ayat (2}
Cukup islas

Ayat (3)

- Penatagunaan air {anah dilaksanakan dengan
twivan untuk menetapkan zone pemanfaatan air
tanah dan peruntukan air tansh pada cekungan
air tanah bendasarkan zona konservasi air
tanah.

- Penyedisan air  tanah  dilaksanakas dengan
fujuan  mememhi | kebutuhan  air dod
pemanfaatan air tanah sesual dengan Kualitas
dan kuantilasnya, khususnya kebutuhan pokok
serta kebuiuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh
air permukaan.

- Penggunaan  air tansh dilaksanakan dengan
tujuan untuk pemanfaatan air langh dengan



mengutamakan pengamblian  pada  akuifer
tsrlekan,

- Pangembangan al tanah dilaksanakan dengan
tujuan untisk meningkatkan kemaniaatan fungsi
air tanah guna memenuhi penyediaan air lansh
ktususnya kebutuhan pokok sehari - hari.

- Pengusshaan air tanah dilaksanakan untuk
memenuhi kegiatan usaha,

Ayat {4)
Cukup ielas

Pasal 26
Lukup jelas

Pasal 27
Ayat (1}
Yang dimaksud “pengendalian daya rusak air
tarah” adalah pengendalian dava rusak air pada
cekungan air ienah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal B8 ayat (1} Undang — Undang
Nomor 7 Tabun 2004 fentang Sumber Daya Air,

Yang dimaksud dengan "amblesan tansh” adalah
tunnya permukaan fensh yang disebabkan
pemanfastan batuan akibat pengambilan af
tangh yang berlebihan.

Amblesan tanah dapal dipanhtau pada bangunan
- bangunan disekitar pengambilan air tanah yang
intensif dan geislanya dapat lerihat berupa
terangkainya pondasi alau retakan pada beton
oot

Ayat (2}
Penurunan muka air tenah vang tenadi erus -
menerys skan mengakibatkan amblasan ianah,

Pasal 28



Ayat {1}
Cukup jelas

Ayat (2}
Cukup jelfas

Ayat {3}
Yang dimaksud  Ckeadasn membahayakan
lingkungan” adalah keadaan yang mengancam
fingkungan seperfi semburan lumpur, gas atau 2at
berbahaya lain dari dalam tanah.

Ayat i4)
Cukup jelas

Ayat {5)

Bentuk dan tanggung jawab Pelaku Usaha

perupa :

& memberikan ganti rugl kepads masyarakal
darr lingkuingan sesuai kerugian |

b. menyeissatkan penyebab permasalahan
yang terjadi akibat Xegiatan yang dilakukan
pefaku usaha ; dan

¢ memidihkan kondisi lingkungan mendekatt

keadaan semdula,
Pasul 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
pPasal 31
st 3

Yang ditmaksud “izin Pemakaian Air Tanah'
adaiah jonis Rin yang diperundukkan terhadap
pemakaian ak tanah untuk kebutvhan pokok
sehard — had yaity gntuk keperluas air mivum
dan rumah tanggs serte untuk keperiian sogial {



temasuk hak guna pakail alr 3, penggunaannys
melebifi batas — batas yang dibebaskan dari in
sepertl vang lercantum dalam Pasal 4 Peraluran
Daerah inl.

huruf &

Pasal 32

Yang dimaksud “Izin Pengusahaan Ajir Tanah’
adatah jenis izin yang dipenmivkkan terhadap
penggunaan  air  fanab  untuk  memenuhi
kebutuhan usaha yang bersifat komersial thak
guna usaha aiw), bak sebagal bahan baku
produksi, pemanfaatan polensinya, media
ysaha, meubun penggunaan air uniuk bahan
pambaniy alay proses produksi.

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Perenohonan izin yang dimaksad hams dilampid

dengan persyaratan - persyaraton diantaranya

1. peruntukan pemanfaalan dan kebuluhan
tanah,

Z. rencana peleksanaan pengeboran alau
penogalian air tanah.

3. dokumen upaya pengslolaan lingkungan
{UKL) dan upaya pemantauan fngkungan
(UPL) ateu analisis mengenai  dampak
lingkungan (AMDALY.

4. seriffikat dan surat zin jurt bor (S81JB) setia
sural fanda instalasi bor (STIB) bag
perusahagn  yang  akan  melaksanakan
pengeboran  dari asosiasi | bidang
pengeboran air tanal yany lelah mendapat
akreditasi dari lembaga pengembangan jasa
konstriuksi {(EPJK) sesuai dengan Peratutan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa
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Konstruksi,

Ryt {2}

Cukup jetas

Ayat {3}

{ukup jelas

Ayat{4)

Gukup jelas

Ayat (B}

GCukun jelas

Ayat {6)

Pasal 34

Cukup pias

Gukup jeias

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 38

huryta

Lanorart  hasil  kegistan  paiaksanaan
pangeboran vang harus disampaikan secara
fertulis  kepada Bupali  meliouti  gambar
penampang fitologl dan penampangan sumur,
gambar konstrukst sumur beserla bangunan
diatasnya, hasil ujl pemompasn terhadap
akuifer yang disadap, dan hasit analisis Ksika
dan kimda air tanahnys.

Penampangan sumur { wel logging ) akan
menuniukkan jenis, sifel fisik dan kedalaman
batuan yang mengandung alr tanah sehingga
dapat ditentukan jenis dan posisi saringannys.



Masit analisis fiska dan  kimia akan
menunjukkan kualitas air tanah.

Masil  analisis  uji  pemompaan akan
menuniukkan debit air tanah vyang dapat
diambil secara optimal darl sumur.

huruf b
Cukup jelas

huruf ¢
Cukup jeias

huruf ¢
Cukup jelas

hurid e
Pemasangan meler alr atau alat pengukur debit
gir harus sesusl dengan spesilikesi feknis
sebagal berikut
- memiiki gkurasi pencatatan dinles 85 %

- menggunakan sistem pencalatan digitesi
minimal & {enam} angka.
- memiliki daya tahan terhadagp tekanan,

huruf §
Yang dimeksud gerakan menanam air adalah
ssxigh sstu kegitan uniuk  memaksimalkan
resapan g kedalam  akuifer melall cara
vegetatif Khususnya didasrah fangkapan air.

huruf g
Cukup jedas

Fitzrut h
Cukup ielas
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hiruf §
Penentuan umizh sumur tesapan didasarkan
pada perkaiian bobot {8} dan masing ~ masing
komponen sumbsar daya alam.
Bobot dan komponen sumber daya alam yang
dijadikan fakter pengall adalah sebagat berikut

& { debit) Lokasi Akuifer yg
Pengambilan { ifdet ) Pengambiian disadap
<5 18510 | 10s/d 25| 28s/d 50 1»60 [Ada Tdk ada | Ter- ibebas
jaringan | jaringen | tekan
alternatif| atternatif
1 2 3 4 z 1 i 5
Pasat 37
Culaup jedag
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Ayat{f)

Pelarangan pengeboran atauy pengpalian pada areal
dalarm radius 200 (dua ratus) meler dari lokasi
pemufictdan mala  air dimaksudkan  untuk
mengamankan afitan air tanah pada sistem akuifer
yang mengisi alau dapat mempengarubi pemuncuian
mata ai.

Yany termasuk kegiatan iain, diantaranya pembuaian

ferowengan  dan  penambangan  bahan  galian
dan/atau mineral

Ayat (2}
Yang dimaksud kondisi air tanabnya rawan
adatab
1. Daerah yang secara alamiah mempunyai
potensi air tanah terbatas yang dilunjukkan




dengan potensi air tanah fangka,

2. Daerah yang potensi air tanahnya sudah
menjadi terbalas akibat dari banyaknys
pengambilan alf tanah, Hal i ditupjukkan
dengan menurunnya muka air tanah secara
ekstrim yang dapat dikefshui oleh alat
pencatat olematis pada sumwr pantau  {
AWRIL = automatic water fevel recorder )

Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Ayat {1}
hunfa
Yang dimaksud “cacst hukum® adalah apabila
daiain  proses  memperoieh  iZinnya  tidak
mengikuli ketentuan peraturan  perundangan
yang berlaky.
haraf b

Yang dimaksud ‘melanggar kelentuan” adaiah
tidak mematuhi keteniuan yang ada dalam izin,
hurufc

Yang dimaksod “menyehabkaen kerusgkan
kondist dan lingkungan air ianal” adalah
menyebabkan kerusakan lapisan batuan yang
mengandung air tanah atau menyebabkan
menuwunnys  kanditas a2l tanab yang
difunjukkan dengan penurunan muka air fanah
yang eksirim serta menyebabkan menurunnya
kualitas akr tenah yang ditunjukkan dar hasil
analisis kimia, fiskka dan bictogi aic {anah.

Ayat (3)
Kepala SKPD yang membidangi membust surat
pencahutan izin apabila pemegang izin  fHdak
mengindehkan peringatan yang kedua dalam
wakiu 7 {rijuh) hari kalender.



Ayat {3}

- Peringatan secara ferfulis disampaikan oleh
Kepala SKPD yang membidangt kepada
pemegang izin.

- Pegringalan 1 {perfama diberkan kepada
pemegany  izin  apabila pemegeng  Zin
dianggap  melanggar  ketentuan  yang
diedapkan dalam &in.

- Peringatan 2 (kedua} diberikan apabila
pemegang izin  fiddak mengindahkan
peringatan 1 (periama) dalam wakbuy 7 har
ialender.

Ayat {4)
Cukup jelas

Ayat {5)
Yang dimaksud “penyegselan dan penutupan”
adalah terhadap sumur bor atay sumur gall yang
izinnya dicabut.

Penyegelan dan penutupan sumur bor atiu surus
gali dilsksanalan oleh Tim danl SKPD vang
membidangt beserta Dinas { instansi terkalt,

Pasal 42
Cukup inlas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas



Pagalt 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat {2)

Riaya administrast adaloh biaya yang Himbul
uptuk  penguantt  administrasi  dalam  rangka
mengeivarkan  sural  izin yang  besamya
ditetapkan sebesar Rp. §0.000 { fima pulubh fima
ribu rupiah ).

Biaya operasional adalsh biaya yang fimbul
karena kegiatan peninisuan  lokasi  uniuk
menentiskan laysk dan fidaic layekaya surgt izin
dikeluarkan, baik darl aspek teknis, sosial,
ekonomi dan fingkungan,

Besamya biaya operasional adalah sebagsl
berikut :

Sewa kendaraan 1 258.000.-
Tenaga Sopir T 48000 -
Honor Tim

Ketus » 550086,
Sekrataris : 450060,
Anggola Jorang @ 40.000,-
Makan siang 5 orang X 185, {'}6{3 75000~
Biava Kurir T 30000,
BBM 10 ler X 6000 o BOLOOG,-

Jumiah : 676.000,-

Biaya pengawasan adalah biaya yang finbtd
dalam rangke pengawasen ledwmlsp  lokas
pengambilan air tanah  kKhususnya  unfuk
mengolahul dampsk vang ditimbulkan  akibat
pengambiian air tanah tersebut
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Besarnya biaya pengawasan adalgh sama
dengan biaya operasional, sementara volumenys
sesuat dangan sifal pemanfaaiannva. bUntuk #in
pemakaisn air tanab volume pengawasannya
ditetapkan 1 {salu} kali dan  unfuk  izin
pengusahaan air tansh  ditetapken 3 ({tiga) kali
pengawasan, sehingga bisya pengawasan
mengikut volume pengawagannya

Ayat (1)

Sifat pemanfaatan izin yaiu pemwekaian aiau
pengusahaan digunakan untuk  menentukan
frobol jenls izin, ’

Ayat (2}

Besarnye Retribusi Izin didasarkan atas Bisya
Adeministrasi, Biava Operasional dan Biaya
Perigawasan $esuai penjelasan  Pasal 48 ayat

(2.

Pasat 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pagatl 52
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup ielas



Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Perlu melibatkan peran serta masyarakat karena
disadari bahwa pengawasan dan pengendalian
kegiatan pendayagunaan dan konservasi air tanah erat
kaitannya dengan perilaku, pemahaman dan
kesadaran masyarakat luas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Masyarakat yang melaporkan harus memberitahukan
identitasnya secara jelas dan memberitahukan jenis
pelanggaran dan Iokasi dimana pelanggaran
pengambilan air tanah terjadi dan / atau lokasi dampak
yang dirasakan.

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas
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Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 23



